OTONOMI DAERAH
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. Abstrak _

Otonomi daerah memberi implikasi baru dalam manajemen
pengelolaan daerah. Sikap pemerintah daerah yang masih senang
meminta petunjuk atau.bahkan meminta penggarisan dalam benfuk
konkrit harus segera dihilangkan. Aparatur pemerintah daerah
sebagai implementator kebijakan publik yang mengemban tugas
dan fungsi pelayanan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat
seyogyanya mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam
langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan
orientasi. pada kepentingan rakyat. UU Nomor 22 tahun 1999
mengatur mengenai Desa yang merupakan masa transisi menuju
development community yaltu bahwa Desa tidak lagi merupakan
level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan Daerah tetapi menjadi
mdependenr commum!y, sehingga setiap warga desa dan
masyarakat desa.berhak berbicara atas kepentingan sendiri.
Pemberdayaan masyarakat desa sebagai mayoritas penduduk
Kabupaten Kutai Kartanegara dlharapkan mampu meningkatkan
pertumbuhan eknomi daerah ;

Kata kunci : Otonomi daerah desentralisasi fiskal, pemerintah
' daerah, masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat,

pertanian, sumber daya manusia.

mengandung sejumiah nllai positif

ebagai sebuah kebijakan politik,
S’olonomi daerah merupakan

kebijakan yang memiliki sejum-
lah harapan bagi tercapainya sistem dan
tata susunan politik, ekonomi, sosial dan
budaya yang memadai dalam upaya
untuk meningkatkan taraf hidup dan
kesejahteraan masyarakat. Sebagai-
mana dijelaskanoleh Shah dan Tompson
(2002), kebijakan desentralisasi atau
otonomi daerah dilihat dari definisinya
adalah kebijakan yang bagus. Karena
kaebijakan otonomi daerah tersebut
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setidaknya dalam beberapa hal, seperti;
mendekatkan pengambilan keputusan
dengan masyarakat; memungkinkan
partisipasi warga (cilizen paitisipation);
empowerment local politics, kebijakan
lebih sesuai dengan kebutuhan lokal;
memungkinkan ‘kompetisi yang sehat
antardaerah; menghindarkan monolitik
kebijakan; dan pertumbuhan ekcnomi
akan lebih tersebar.

Melihat konsepsi tentang otonomi
daerah di atas, sepintas tidakiah teralu
sulit bagi Indonesia untuk memulai
menerapkan kebijakan tersebut. Sebab,
sejauh yang diketahui publik (masyarakat)
senantiasa merespon secara positif
tentang kebijakan otonomi daerah.

Apalagi jlka dikaitkan dengan hakikat
dan ‘tujuan kebijakan otonomi daerah
yang ‘diamanatkan dalam Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerirtahan Daerah, yakni dalam
rangka mengembalikan: harkat dan
martabat penduduk daerah, memberikan
peluang pendidikan politik termasuk
praktik berdemokrasi, mengefisienkan
pelayanan publik disamping ‘mem-
percepat pembangunan di daerah |tu
sendir.

Persoalannya, |mplemenla3|~dar|
sebuah kebijakan bukanlah hal yang
sederhana karena menyangkut dimensi
interpretasi maupun organisasi
disamplng terkait dengan dukungan
sumber daya yang tersedia. Parahnya,
problem tersebut juga dibarengi dengan
dua kepentingan yang seringkali tidak
sinergis, tapilebih banyak diametris, yaitu
kepentingan pemerintah dagrah yang
sudah sangal mendesak, seria kepen:
tingan pemerintah pusat yang telah
menikmali kekuasaan terlampau lama
sehingga terkesan enggan membagl
kekuasaan.

Desentralisasi Flskel .dan
Pemberdayaan Ekonomi Daerah’

Dalam mengimplementasikan
kebijakan otonorni dasrah hampir
mustahil dilaksanakan tanpa - diikuti
adanya desentralisasi di bidang fiskal.
Lantaran itu, desentralisasi-fiskal
merupakan bagian terpenting yang
harus menjadi pokok parhatian dalam
strategi besar (grand design) otonomi
daerah.

Sebelum kebijakan olonomi daerah
di indonesia diimplementasikan, hampir
75 persen lolal pengeluaran. negara
sacara langsung ditentukan oleh pusat,
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dan lalnnya sebesar 10 persen ditransfer

ke pemerintah daerah. Pengeluaran 10 .

persen yang ditransfer ke pemerintah
daerah secara efektif penggunaannya
dikontrol oleh pusat.

Bahkan yang masih tersisa, sebesar .
15 persen dari total pengeluaran nagara, -

juga banyak dipengaruhi pusat malalui
proses perencanaan sampai dengan
persetujuan APBN. Sehingga secara
keseluruhan, distribusi dar tanggung
jawab pengeluaran anggaran masih
tetap sangat sentralistis.

Mengapa demikian? karena meng-
acu pada aturan saal itu yakni, Undang-
Undang No. 5 Tahun 1974 yang berisi
pedoman resmi tentang distribusi
tanggung jawab. diantara -berbagai
jenjang pemaerintahan. Dalam pen-
jelasan.lebih lanjut di PP No. 45/ 1992
diatur bahwa fokus tanggung jawab
diserahkan pada pemarinlah dasrah
tingkat 1. Beberapa fungsi pemerintah
tetap dipegang oleh pemerintah pusat,
seperti urusan pertahanan, urusan
peradilan, urusan luarnegeri, danurusan
lainnya yang memang akan lebih efekdif
dan elisien bila ditangani pemerintah
pusat.

Sejak Undang- undang No. 25 tahun
1999 tantang Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah diberakukan, barulah
terbuka ruang dan kesempatan bagi
daerahuntukmengelola keuangan secara
luas dan mandir. Namun demikian, hal
itu juga bukan tanpa konsekuensi dan
tanggung jawab. Tanggung jawab
pemerintah daerah tentu akan jauh lebih
besar terhadap sejauhmana pengelola-
an keuangan daerah dapat dielaborasi
untuk kepentingan kesejahteraan
masyarakat.

Secara makro, kond|5| ekonomi In-
donesia masih belum menggembirakan
akibat masih terimbas krisis yang
berkepanjangan. Pemerintah diyakini
juga tengah sibuk menyiapkan berbagai
program terocbasan yang terkait dengan
komitman pemerintah bersama sejumlah
lernbaga keuangan intemasicnal seperti
IMF, Worfd Bank, dan ADB,

Namun demikian, persoalan yang
tengah dihadapi oleh psmerintah:se-
sungguhnya berderet-deret dari program
penyehatan parbankan, restrukiurisasi
dan privatisasi BUMN, transparansi

Daer memukikekayaanarayangbeimpa '

kebijékan fiskal dan moneter; sampai .
liberalisasi praktek-praktek .ekonomi.

secara global. _
Karena ilu, saratnya problem per-
ekonomlan nasional yang tengah-di-cre-
ate oleh pemerintah sedikit banyak telah
mengesampingkan pemberdayaan
ekonomi yang berbasis didaerah. Kendati
payung politik bagi. pemberdayaan
ekonomi daerah telah disediakan
dengan ditetapkannya UU No. 22/Tahun
1999 tentang Pemerlntahan Daerah

Perimbangan Keuangan Pusat dan
Dasrah, namun tahap implementasinya
dirasa sangat minim. Alih-alih pemerintah
pusat ber-political wilf dengan sejumilah
kebijakan, pemerintah justeru memberi
kesan memperlambat proses keman-
dirian pengembangan ekonomi daerah.

Hal ini’ terlihat dari’ masih belum

oplimalnya supervisi dan implementasi
kedua payung politik tersebut, Bahkan
ada kecenderungan pemerintah pusat
berusaha membalikan arah desentrali-
sasi ke sistem sentralisasi.

Padahal, otenomi daerah sesungguh-
nya bermaksud mengadakan perubahan
secara signilikan dan mendasar dalam
sistem pengelolaan negara yang selama
ini bersifat sentralislik menjadi bersifat
desentralistik. Sehingga, pada akhimya
nanti peran pemerintah pusat menjadi
kecil, sebaliknya peran pemerintah
daerah justeru akan semakin besar
dalam pembangunan wilayahnya.

Makanya, mau tidakmau, pemerintah
daerah mesti mengeksplorasi secara
maksimal polensi penerimaan dana
pembangunan, baik dari sektorkekayaan
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. sumber daya alam, pajak/retribusi bukan
.. pajak maupun psluang potensi investasi

asing.
Semangat pasal 33 ayat 1-2 Undang-

‘Undang Dasar 1945 menyebutkan

secara jelas bahwa “buml, air dan ruang
angkasa lermasuk kekayaan alam yang
terkandung- di dalamnya -dikuasai oleh
negara- dan - digunakan sebesar-
besamya untuk mencapai kemakmuran
rakyal" Penguasaan kekayaan alam

__aleh negaralugadltegaskan ulang dalam
dan UU No. 25/Tahun 1999 tentang -

UU Pokok Agraria pasal 2 ayat 2, yang

"berarti mengatur dan menyéleng-
- garakan peruntukan, penggunaan,

persediaan dan pemeliharaannya: >

Berangkat pada :kedua diktum
Undang-Undang tersebut, jelas bahwa
kepentingan negara atas kekayaan
alam dan seluruh isinya menjadi mutlak.
Sebab, negara juga memiliki kepen-

“tingan atas penguasaan kekayaan alam

sacara keseluruhan dari mulai benda
tak bergerak, benda bergerak, sampai
bendatak berwujud {jasa) untuk sebesar-
besarnya kepentingan- kese]ahieraan
rakyat. -.

Adalah Problem besamya potenm
harta kekayaan negara itu belum
sepenuhnya dikelola secara optimal.
Karenanya, dibutuhkan. strategi yang
tepat guna mengoptimalkan pengelolaan
harta kekayaan negara yang ada saal
n. o . :

Hal ini menjadi suatu kebutuhan yang
sangal penting dan mendesak, lerutama
dalam rangka mendukung peningkatan
penerimaan negara gunai;melakukan
pemulihan krisis ekonomi nasional. -

Bag| pemermtah pusat, upaya




oplimalisasi pengelolaan harta kekayaan
negara saat inl kerap terbentur dengan
program daerah dalam melakukan
pemberdayaan ekonoml. Bahkan, tidak
jarang upaya eksplorasi di sektor sumber
daya -alam berbenturan antara ke-
pentingan daerah. dan kepentingan
pusat. Kasus spin off pabrlk Semen
Padang.dari PT. Semen Gresik merupa-
kan contohnyata bahwa benturan antara
kepantingan pusat dan daerah kerap tak
terslakkan.

Kendala optimalisasi pengelolaan
harta kekayaan negara di dasrah terletak
pada minimnya kemampuan sumber
daya manusla di daerah yang cakap dan
mampu dalam mengelola. potens] di
daerah. Ada memang beberapa dasrah
yang telah mampu, tapi lebih- banyak
daerah yang maslh harus di-suppari dan
di-supervisi dalam mengoptimalkan
pengelolaan harla kekayaan daerah.

Problem lain ‘adalah belum adanya
pendukung kebijakan dalam bentuk
peraturan-peraturan yang baku. Kelidak-
|elasan aturan baku yang transparan
dan accountable sedikit banyak
mengurangi minat investasi dalam
menanamkan modalnya di daerah.

Sebab, investasi juga memerdukan
jaminan ‘akan kepastian hukum dan
keamanan dari aksi-aksi penjarahan
sistemnatis yang kerap dipraktekkan oleh
birokrasi di daerah. Problem biro-
kratisme .yang berujung pada tingginya
blaya siluman pada sejumlah upaya
Investasi di daerah semakin mem-
persempit peluang bagi daerah dalam
mengoptimalkan pengelolaan harta
kekayaan daerah di luar sektor pajak.”

Lantaran itu, dalam konteks reformasi
ekonomi dan pelitik yang- menuntut
adanya transparansi dan kejelasan
dimensl hukumn, upaya pemanfaatan dan
penguasaan harta kekayaan negara
mesti mendukung terclptanya pemerata-
an ekonomi rakyat dan terciptanya
struktur ekonomi baru yang kuat dan
tangguh serta mendukung upaya
penciptaan pemerintahan yang bersih
(ciean governmeni) dan barwibawa,
terutama dalarn kaitan penguasaan,
pengelolaan dan pemanfaatan harta
kekayaan negara.

Dengan semangat otonomi daerah
sebenamya merupakan peluang yang

sangat besar bagi daserah untuk me-
maksimalkan pemberdayaan ekonomi
daerah. Sejauh harta kekayaan daerah
dikelola dengan balk, maka mustahil bagi
daerah uniuk tidak barkembang. Sebab,
pemerintah daerah bersama masyarakat
sangat besar peranannya apakah
daerah tersebut mampu. mengembang-
kan perekonomiannya, atau jusieru
terpuruk dalam Jurang ketakberdayaan.

- Deml mencapai ljuan pemberdaya-
an ekonomi daerah' secara -maksimal,
maka perlu keterlibatan seluruh. kom-
ponen masyarakat dl dasrah tersebut.
Keterlibatan masyarakat juga dibutuh-
kan dalam bentuk pengawasan 'dan
kontrol terhadap klnerla pemenntah
daerah.

Benluk-benluk ‘pengawasan dan
kontrol oleh masyarakat dapat dilakukan
melalui- pelbagai cara. Salah satunya
adalah dengan memanfaatkan jalur
lagisiatif. Rakyat melalui wakilnya di
legislatif. dapat berperan sebagai badan
pengawas sekaligus pengontrol seluruh
kehijakan pemerintah daerah. Karena
sasungguhnya rakyat juga berhak atas
segala infermasi mengenai pembangun-
an di dasrahnya.

Keterlibatan' rakyat dalam proses
pembangunan di dasrah juga dapat
bersifat langsung. Misalnya, dengan
mengembangkan sektor usaha kecil dan
menengah -(UKM). Daerah merupakan
basis utama berkembangnya ekonomi
rakyat dalam bentuk usaha kecil
mensngah. Sekior inilah' merupakan
komponen penting bagi upaya pem-
berdayaan 'ekonomi daerah. Ini terbukli
bahwa sektor UKM secara potensial
mempunyai modal sosial” untuk ber-
kembang wajar dan bertahan pada
semua Kondisi ekonomi.

Seklor UKM inilah basis ekonomi
nasional dan kerap menunjukkan bukti
memiliki “kelenturan gerak usaha,
sehingga bisa beradaplasi terhadap
perubahan lingkungan ekonomi global.
Terlebih sektor ini relalif mandiri karena
tak terganiung pada dinarmika sektor
moneter secara nasional.

Karena itu, sektor usaha kecil dan
mernengah mempunyai potensi yang
besar sebagai penyerap tenaga kerja,
penyumbang devisa, penghasil pelbagai
barang murah dan terjangkau oleh

kekuatan ekonomi rakyat dan distribusi-
nyayangmemancarluas melowati balas-
batas teritorial dan sosial. :
--Ksuntungan ganda yang dapat
diperoleh dengan. mengembangkan
ekonomi berbasis' UKM: ini. antara. [ain
lerletak pada: peniama, nilaistrategisnya
sektor ini dalam skema pertumbuhan
ekonomi nasional. Ini merupakan ekses
dari kontribusinya-terhadap sektor
manufaktur, bisnis eceran dan penyerap-
an tenaga kerja. U
¢ Kedua, sektor UKM ]uga berpolenm
menladl lokomotif pemerataan ekonomi
secara nasicnal. Sebab, selama ini
perakonomian nasional diwamai situasi
ketimpangan ekonomi akibat .tidak
meratanya persebaran atau:perputaran
uang secara geografis, yakni- hanya
terionsenirasi di Jakarta dan kota-kota
besar-lainnya. Akibatnya, yang tercipta
adalah kantong-kantong kemiskinan dan
lebamya disparitas ekonomi-dan sosial
akibat aksentuasi ‘pembangunan
ekonomi yang hanya berorientasi
pertumbuhan ekonomi. Disinilah, sektor
UKM akan berperan. dalam mendorong
tumbuhnya industri kecil, kerajinan
rakyat, sektor informal maupun koperasi
yang- merupakan basis pergerakan
perekanomian rakyal. :

Hanya.saja, sampai hari ini dlakm
eksistensisektor UKM inimasih menemui
banyak kendala, baik dari dalam dirinya
sendiri maupun dari pengaruh lingkung-
an ekonomi makro. Padahal, pada saat
yang sama sektor ini menyumbang
kontribusi tak kecil bagi dinamika: dan
pertumbuhan ekonomi nasional.
Komitmen pemerintah pusat dalam
mengembangkan sektor UKM ini dirasa
sangal minim. Minimnya komitmen
pemerintah pusat lersebut terihat dar
skema penyertaan modat dan fasilitas
kredit bagi UKM yang jauh dibawah
standar usaha besar.

Meski pemerintah telah memberlaku-
kan UU No. 5 Tahun 1999, tentang
larangan praktik monopeli dan
persaingan tidak sehat, praktik monopoli
olsh BUMN -di 'sejumlab sekior masih
kerap menjadi penghambat. ber-
kembangnya UKM. Karena, pelbagai
penguasaan komoditas tertentu. oleh
BUMN yang cenderung mengarah ke
menopoli sangat berpotensi mendistorsi
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mekanisme pasar. Akibatnya, hal
tersebut menyebabkan akseslbilitas
UKM terhadap sejumlah bahan baku,
distribusi, dan pelayanan menjadi
rendah (Surabaya Post,-22/11/2001).

Padahal, sektor UKM telah terbukti
berkontribusi positifterhadap terciptanya
fundamental ekonomi nasional dengan
minimnya kredit macat. Hal ini berbeda
dengan sektor perbankan yang justeru
menimbun kredit macet dan menjadi
beban tanggungan pemerintah pusat.-

Upaya -pemberdayaan. ekonoml
daarah mesti memperhatikan basis
ekonomi di daerah, terutama pengem-
bangan di sektor UKM. Disamping sektor
lain seperi; eksplorasi sumber daya
alam, peningkatan kualitas SDM,
peningkatan mutu hukum dan per-
undang-undangan sarta potensi
investasi asing yang belum tergali.
Dengan demikian, partisipasi aktif
masyarakatsenantiasamendapatternpat
yang memadai dalam proses pemi-
bangunan ekonomi dasrah:

Pembangunan ekonomi kerakyatan
pada intinya adalah mengelola seluruh
potensi ekonomi yang menguasat hajat
hidup orang banyak dengan menerap-
kan prinsip atau azas ekonomi. ke-
rakyatan. Yakni memberikan hak dan
kesernpatan kepada masyarakat luas
untuk memiliki akses ekonomi secara
proporsional dan memperiuas usaha
ekonomi masyarakat secara kemitraan.

Dalam hal ini, pengembangan usaha
skala besar (capilal intensive) harus
mernber nilai tambah dan mendorong
penguatan daya tahan usaha kecil
(labour intensive) - dalam ekonomi
kerakyatan.

Saebagai upaya untuk memperkuat
peran Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara dalam menciptakan
perekonomian yang sehat, memper-
kokoh perekonomian yang mengutama-
kan hajat hidup orang banyak serta
menjalln kemitraan usaha yang dilandasi
prinsip saling menghidupi. berdasarkan
azas kekeluargaan dan kebsersamaan,
maka program prioritas dalam
mengembangkan pergkonomian yang
berbasis kerakyatan adalah sebagai
barikut :

# Peondistribusian antar pelaku
ekonomi untuk menjamin pemerata-

an dan kesempatan para pelaku

ekonomi, menciptakan persaingan

yang sehat berdasarkan pr|n5|p
demckrasi ekonoml.:

¢ Perluasan jaringan usaha kopara51
yang terkait dengan. industri hulu
dan hllir baik- dengan usaha milik
daerah/negara maupun usaha pihak
swasta.

€ Pengembangan karjasama antar
koperasi dan kelompok. usaha

- -masyarakat dengan usaha milik

- .daerah/negara maupun swasta.

4 Pembangunan pertanian dalam arti
.luas dengan -program prioritas
- pembangunan antara-lain.:

a. Peningkatan produksi Pertanian
Tanarman Pangan dalam rangka
mencapai -swasembada pangan
pada TA 2001 dengan kegiatan

. pancetakan sawah, pengadaan
.hand tractor, optimalisasi lahan,

~ pengadaan- bibit, pembuatan
jalan usaha tani dan saranairigasi
saerta pengembangan hortikullura
dan sayur-sayuran.

b. Peningkatan produksi. per-

- kebunan dengan komaoditas
utama lada, karet, kopl, kelapa,

. kakao dan lain-lain.

¢. Peningkatan produksi petemnak-
an dengan pengadaan temak sapi,

*. . kambing, babi, ayam dan itik. ..

d. Paningkatan produksi perikanan
dengan pengadaan ikan patin,
ikan mas, keramba, ikan air tawar,
udang windu, kapal penangkap
ikan, rehab tambak dan lain-lain.

" e..Pengembangan mdustrl kecn
pedesaan.

f. Pengembangan hasil hutan
ikutan lainnya seperti sarang
burung, rotan, gaharu, budidaya
ulat sutra dan lain-lain.

g. Mengembangkan rice cenire
dalam rangka memberdayakan
koperasi dan penanganan hasil
panen padi secara lebih baik.

Pengembangan Sumber Daya
Manusia

SDM yang merupakan oblek dan
sekaligus subjek pembangunan periu
mendapat perhatian yang seksama. Hal
tersebut disebabkan karena SDM ilulah
yang merupakan penggerak utama dari
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pembangunan. Aspek-aspek tertentu
yang- berkaitan langsung dengan SDM
itu -seperti pendidikan atau pengem-
bangan kemampuannya perlu-disesuai-
kan dengan kebutuhan-kebutuhan
pembangunan: yang dilaksanakan.

- Berbagai masalah: sumber daya
manusia yang cukup rumit masih diatami
daerah Kutai' Kartanegara,” antara lain
yang menyangkul kesenjangan antara
lapangan kerja yang-tersedia dengaen
para pencari kerja sebagai produk
pendidikan pada semua tingkat..: -

Secara umum.rencana permbangun-
an, tenaga kerja (sumberdaya manusia),
dan pendidikan, merupakan instrumen
satu kesatuanyang menyeluruh dantidak
dapat dipisahkan satu sama lainnya,
karena sangat strategis datam penerap-
an dan-pelaksanaannya. Secara.garis
besar .ada tiga . tujuan -pembangunan
yang Pemerintah. Kabupaten Kutai
Kartanegara - anut: sepeni: - Perlama,
meningkalkan- kemampuan .modal baik
di-wilayah Kutai Kartanegara maupun
modal asing guna, meningkatkan daya
serap pertambahan penduduk dan
angkatan kerja yang. selanjutnya .akan
dapat meningkatkan produk nasional
bruto dan pendapatan perkapita,
terutama bilamana pertambahan
penduduk dapat.ditekan ‘serendah
mungkin melalui program keluarga
berencana.

Kedua, - meratakan dlstrlbu5|
pendapatan secara lebih adil dengan
jalan menciptakan lapangan dan
kesampatan kerja terutama . untuk
membarikan peluang sebesar-besamya
kepada para pencari.kerja. Ini- berart
bahwa tujuan utama sistam pendidikan
baik formal, infermal maupun non-for-
mal seperti latihan-fatinan kerja guna
menyiapkan sumber daya manusia
sehingga lebih siap memenuhi parminta-
an akan jumlah dan mutu tertentu. Dan
sini dapat pula disimpulkan bahwa
masalahnya sekarang adalah bagai-
mana mempertemukan si pencari kerja
dengan yang memerlukan tenaga kerja
tersebut atau pertemuan antara supply
dan demand. . :

Keliga, menyebarkan usaha usaha
pembangunan ke seluruh wilayah,
sehingga perkembangan wileyah sesuai
tingkat sosial ekonomi wilayah yang




bersangkutan dan dapat..menciptakan
keseimbangan  kemajuan antar-wilayah
terutama dengan berlakunya kebijak-
sanaan ofonomi daerah. Di sini yang
dirasakan sebagal tantangan adalah
bagaimana 'yang paling tepat unluk
meratakan usaha-usaha pembangunan
itu dan menyesuaikannya dengan
rencana pengembangan SDM dan
rencana pendidikan.

- Untuk menanggulangi berbagai
masalah dan tantangan tersebut, dicoba
mengembangkan barbagai saran-saran
dan kebljakan sebagai berikut: Periama,
mendorong dan mengarahkan
penanaman modal ke arah bldang-
bidang usaha pembangunan yang padat
karya guna menciptakan lapangan dan
kesempatan kerja baru.

Keduya, meningkatkan mobilitas SDM
dari salu wilayah ke wilayah lain dalam
Kabupaten KutaiKartanegara, yaituyang
satu sama lain saling mengisi.

- Keliga, meningkalkan usaha-usaha
pengumpulan dan penyebaran informasi
yang -dapat memperternukan pencar
kerja dan pencari tenaga kerja.

Keempal, menghubungkan anlara
dunia pendidikan dengan kerja/usaha,
dengan meningkatkan penggunaan
pusat-pusat transtormasi informasi yang
sudah ada.

Pengembangan SDM . di Kabupaten
Kutai Kartanegara tidak hanya terfokus
pada unsur aparalur pamerintah; tetapi
juga mencakup seluruh komponen
masyarakat, termasuk didalamnya unsur

lembaga legisialif, pengusaha, pengajar -

dan cendekiawan, kalompoek tani dan

nelayan, pemuda, anak-anak dan remaja,

serta seluruh kelompok masyarakat

lainnya. -Berilaut adalah program prioritas

pembangunan Kabupaten Kutai

Kartanegara untuk pengembangan SDM

wilayah perkotaan, yakni :

¢ Peningkatan SDM agaratur melalui
program pendidikan Pasca Sarjana
(S2) dan Doktoral (S3}.

¢ Pengembangan Universitas
‘Kartanegara.

¢ Peningkatan mutu dan kualitas
banguran serta aparat pendidikan
yang ada di perkotaan.

¢ Pelatihan pendayagunaan tenaga
kerja penganggur dan satengah
penganggur.

¢ Pembentukan sistem pendidikan
keteramnpilan yang lulusannya dapat
siap pakai memasuki pasar kerja
secara efektif.

4 Peningkatan kualitas SDM yang
berkemampuan dalam meman-
faatkan, mengembangkan dan
menguasai IPTEK. )

Sedangkan untuk program prioritas
pembangunan SDM' dl wilayah
pedesaan, antara lain : :
¢ Pelatihan teknis tentang pertanian,

petemakan, perkebunan, perikanan,

danindustri kecilkepadamasyarakat
pedesaan. '

® Peningkatan mutu dan kualitas serta
pelayanan penyuluh pertanjan.

¢  Pengadaan tenaga guru kontrak
yang meliputi guru SD, SLTP, dan
SMu.

# Peningkatan mutu dan kualitas guru
8D, SLTP, dan SMU serta meleng-
kapi. sarana dan prasarana
bangunan sekolah.

4 Peningkatan mutu dan kualitas
bangunan dan aparat pendidikan

. serta kesehatan yang ada di

pedesaan.

Pemberdayaan Masyarakat

Proses globalisasi yang tidak dapat
dibendung mensyaratkan adanya
efisiensi, profesionalisme, dan daya
saing yang tinggi. Batas diantara wilayah
menjadi semakin semu. Partimbangan

- perbandingan (comparative advantage)
dikombinasikan dengan pertimbangan

keunlungan (compeiitive advantaga).

Keglatan yang lebih menguntungkan,

lebih banyak memberikan manfaat, itulah
yang akan menjadi pilikan. Satu upaya
untuk menggerakannya adalah dengan
mempersiapkan masyarakat untuk leblh

berdaya, mampu bersaing, berdaya .

saing tinggi, dan profesional. Daerah
melalui aparat-aparatnya yang makin
profesional adalah unsur yang paling
memahami potensi wilayah, kemampu-
an, aspirasi masyarakat, dan kemampu-
an masyarakat juga dituntut untuk
melaksanakan misi pemberdayaan
tersebut.

Dajam lingkungan masyarakat yang

* sedang membangun dan memiliki

pemahaman yang lebih beragam, maka

undang-undang akan lebih operasional
dilaksanakan jika disertai dengan
pedoman pelaksanaan yang jelas.
Pedoman pelaksanaan disosialisasikan
(dIselaraskan} dengan kemampuan
masyarakat dan disesuaikan. dengan
potensi, ‘aspirasi, dan kesiapan
masyarakat ‘'untuk melaksanakannya.
Selanjuinya diperiukan “pengawalan”
berupa pendampingan, pembinaan,
pengawasan, dan evaluasi terhadap
pelaksanaan padoman tersebut.:

Bagi masyarakat yang telah mampu,
peran Pemerintah daerah sebagai
pengawal, pendamping, dan fasilitator
adalah dengan mengawasi, mengarah-
kan, mengendalikan, dan malah cukup
dengan memberikan himbauan saja.
Tidak perlu ikut mélaksanakan, Namun
pada masyarakat yang belum mampu
memahami hakikat pembangunan,
maka campur langan “yang bijaksana”
perlu: kiranya dilakukan. Inilah yang
disebut dengan pemberdayaan
masyarakat. Pemberdayaan masyarakat
akan efekdif jika- dilakukan-bersama di
anlara masyarakat dan aparat secara
transparan dan bertanggung jawab.

Kesiapan masyarakat - dalam
pembanqunan dapat dinilai’ dari
pengalaman pembangunan selama’ ini,
sehingga semangat reformasi dan
identiflkasi potensi sangat diperiukan.

" Reformasi tidak harus menggantikan

semuanya dengan yang serba baru.

- Reformasl adalah melanjutkan dan

memantapkan hal-halyang telah berhasil
dicapai. Meneruskan yang -baik,
ményempurnakan yang belum selesai,

" mengganti yang tidak sesuai, dan

menambahkan -yang kurang. Dengan
pemahaman ini maka identifikasi,
evaluasi, dan formulasi kembali langkah-
langkah yang felah dicapai diharapkan
mempercepal upaya pemberdayaan
masyarakat.

Modal Pemerintah daerah dalam

- pemberdayaan masyarakat adalah

pengalaman membangun yang telah
ada, potensi ekonomi, pelaku-pelaku
ekonomi daerah yang telah makin siap
dan mampu, adanya peluang dari arah
pembangunan nasional, dan arah
pembangunan global.

Dengan diberakukannya UU Nornor
22 dan UL Nomor 25 tahun 1999, daerah
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mampunyai . peluang besar - untuk
menjabarkannya dalam. tataran
operasional. Undang-Undang tidak
dapat dilaksanakan tanpa adanya
peraluran .pemerintah sampai dengan
pedoman dan petunjuk pelaksanaan
dalam melaksanakan pembangunan.
Dengan demikian .daerah . perlu
merumuskan langkah pembangunan-
nya dalam peraturan pemerintah daerah
yang memperhatikan aspirasi masyara-

kat, dengan catatan sejalan dengan hasil

mulakat nasional yang dituangkan dalam
Ketetapan MPR, serta tidak barbenturan
dengan peraturan perundangan yang
berlaku. ..

Akselerasi Pembangunan Daerah
_ Implementasi otonomi daerah di
Kabupaten Kulai Kartanegara adalah
membuatisu sentral pembangunanyang
berbasis pada proses pemberdayaan
masyarakat yang disebut Gerbang .,
Dayaku (Gerakan Pengembangan
Pemberdayaan  Kutai), yakni
sebuah model pendskatan pem- -
bangunan-yang berbasis pada
pemberdayaan yang semua
kompenennya bersumber pada
aspirasi dan potensi sumber daya .
yang dimiliki. .
Visi dari. Gerbang Dayaku

adalah untuk menciptakan masya- {58

rakat Kabupaten Kutai Kartanegara
yang “Madani” sejahtera, mandiri,
dan berkualitas. Masyarakat,
madani adalah masyarakat.yang .
agamis dan egaliter yang didasari. |
atas kehidupan rukun-dan damai . J
berdasarkan masyarakat yang
dapat memenuhi seluruh kebuluh-
an pokok sesuai dengan standar
kehidupan yang layak bagi kema-
nusiaan sebagaimana mestinya. :
Masyarakatl mandiri adalah ..
masyarakat yang dapat meng-
gunakan potensi dan sumber daya
dirinya, untuk mengelola potensi .
sumber daya. Sedang masyarakat
berkualitas adalah masyarakat
yang memiliki -peradaban kultur
yang maju, memiliki ketrampilan,
keahlian, dan pendidikan yang
cukup memadai untuk menghadapi
persaingan global tahun 2003.
Sesuai dengan keunggulan

kompelitif kualitas sumber daya manusia
dari tiap-tiap individu.

. Misi gerbang dayaku adalah mem-
berdayakan seiuruh komponen dan
potensi. masyarakat dalam, sebuah
wadah gerakan yang terencana dan
lerkoordinasi untuk- mewojudkan
pembangunan Kabupaten Kutai sesuai
dengan aspirasi masyarakat. Dasar
pemikiran dari misi.lersebut: adalah

bahwa sekecil apapun potensi sumber.

daya anggola masyarakat. pasli bisa
didayagunakan- dalam pembangunan:
Baik dalam rangka membangun dirinya
sendiri, maupun: dalam- rangka mem-
bangun lingkungan sekitamya.. - .-

- : Denganmisimemberdayakan seluruh
komponen- dan potensi .masyarakat,
maka tercipta kelompok-kelompok
masyarakat mandiri yang berlanggung
jawab dalam pembangunan. Dangan
demikian masyarakat -miskin- yang
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salama ini dianggap sebagai beban dar

pernbangunan, akan menjadi-kekuatan'

baru.yang- dapat menyumnbangkan
peranannya dalam pembangunan
bangsa dan negara. i
- “Tujuan Gerbang Dayaku anlara Ialn
sebagai. berikul:. pertama, mewujudkan
masyarakat .Kabupaten .. Kutai
Kartanegara  yang berkesejahteraan
sosial yang adil dan beradab..Kabupaten
Kutai 1Kartanegara merupakan daerah
yang memiliki potensi sumber daya alam
yang sangat melimpah ruah. Kekayaan
alam tersebut secara nyata telah barhasil
memberikan sumbangan yang- sangat
besar bagi kesinambungan pembangun-
an -bangsa.. Ironisnya . di daerah -yang
kaya raya ilu sebagian besar penduduk-
nya masih hidup miskin dalam kondisi
yang sangat menyedihkan. Pemerintah
Kabupaten Kutai Karlanegara: bertekad
untuk meningkatkan harkat dan rnartabit
kehidupan.masyarakat setempat,
-.yakni masyarakat yang sejahtera,
-adil, dan beradab.Sejahtera dalam
- .ani.setiap komponen masyarakal
memilikl hak dan kewajiban: yang
sama dalam rangka memperoleh

- tanpa membeda-bedakan; ke-

dalam arti hidup berbudaya 'dan
berbudi luhur sesuai dengan per-

nesia yang bersatu.dan berdaulat:

. Kedua, mewujudkan masyara-

*. kat Kabupaten:Kulai Kartanegara:
-~yang mandiri.” Kabupaten- Kutai

. 'sumber daya alam berupa flora
dan fauna yang tersebar luas di
‘berbagai pelosok daerah. Kekaya-
an alam .yang melimpah ruah
- tarsebut-menjadikan masyarakat
setempat cenderung terganiung
terhadap- alam. Sementara: dari
wakiu ke wakiu jumlah potensi
kekayaan -alam :daerah tersebut
terus berkurang akibat-eksploitasi
yang berlebihan. Akibatnya peng-
hasilan masyarakat yang diper-
‘olgh dari alam semakin barkurang.
Maka dipandang perlu untuk
menumbuhkan kemandirian
‘masyarakat -melalui . upaya
budidaya dan pelestarian. Artinya,

akses ekonomi secara merata;

: lompok/gelongan. - Dan beradab.

. adaban-kita sebagai bangsa Indo*

Kartanegara memiliki -potensi

e = s



menjadi masyarakat mandiri yaitu
masyarakat yang berorientasi pada
pembudidayaan dan pelestarian alam
sekitamya.

. Keliga, mewujudkan masyarakat ..

yang berkualitas. Kualitas sumber daya

manusia selama ini menjadi sorotan

tajam yang dipolitlsas! ke permukaan.

Seolah-clah kualitas ‘SDM masyarakat

daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

sangat’ rendah, tuduhan yang sangat
menyakitkan dan terkesan diskriminatif.

Memang harus diakul bahwa kualitas

SDM masyarakat masih menjadi

parmasalahan mendasar, Untuk ilu,

melalui program Gerbang Dayaku
kualitas SDM akan dipacu agar dapat
menciptakan manusia-manusia ber-

Kualltas melalui penyelenggaraan

pendidikan yang memadai, khususnya

bagi masyarakat di pedesaan yang
selama ini SDM-nya masih tertinggal.

Untuk mencapai sasaran tersebut
digunakan metode intervensi pekerjaan
sosial, metods community development
dan metode pemberdayaan {empo-
waring).

1. Metoda intervensi pekarjdan sosial,
yakni pengsmbangan masyarakat
dengan cara menyuntikkan nilai-nilai
pembangunan ke dalam masyarakat
agar masyarakat memiliki tata nilai
baru untuk mendapatkan akses
ekonomi/kesejahteraan. Metode ini
hanya digunakan untuk pengem-
bangan masyarakat tradisional di
desa-desa terpencil di sepanjang
aliran anak Sungai Mahakam yang
masih belum banyak mengenal
teknologi modem.

2. Metode community development

adalah metode pengembangan
_masyarakat_dengan cara membina
kelompok-kelompok usaha masya-
_rakat yang ‘sudah dda menjadi
kelompok usaha yang lebih modem
dan- berorientasi ke masa depan.
Artinya kelompok-kelompok usaha
bidang pertanian, perkebunan,
peternakan, perikarnan dan industri
kecit yang sudah ada akan terus
~dibina hingga bisa menjadi
kelompok usaha yang mandiri.
3. Metode pemberdayaan {empowering)
adalah metode pengembangan
masyarakal dengan memberikan

penguatan usaha terhadap peng-
usaha/kelompok usaha masyarakat
. yanglelahberkembang agarmenjadi

Ilebih maju dan modermn. Nantinya

kelompok usahainidapatdiandalkan

menjadi ujung tombak bagi par-
salngan giobal perdagangan bebas

2003.

Perekonomian rakyat dl pedesaan
sebagai indikator kesejahteraan
masyarakat yang lebih rill justru tidak
berdaya, berkembang sangat lambat,
dan masih bertumpu kepada sektor
tradisional. Angka pengangguran
mencapai 5,40%, jumlah penduduk
miskin diperkirakan mencapai 54.499
jiwa (12,7%) pada tahun 2000, 58,76%
dari jumlah desa yang ada masih
tarmasuk katagori desa tertinggal {miskin
infrastruktur). Hasil Survey Sosial
Ekonomi Nasional (SUSENAS) yahun
2000 juga menunjukkan bahwa tingkat
pendidikan rata-rata penduduk Kutai

-Kartanegara masih setingkat SD (6

tahun).

Fenomena yang sangat kontradiktif
tersebut bagi pemerintah Kabupaten
Kutai Kartanegara dipandang sebagal
kenyataan pahit dan ketidakadilan
yang akan terus diperjuangkan untuk
segera diatasi dan dituntaskan. Untuk
melakukan akselerasi pembangunan
pe-desaan di Kutai Karlanegara rnulai
tanun 2001 dicanangkan program 1
milyar per desa dantahun 2002/2003
ditingkatkan menjadi 2 milyar per-
desa. Program ini sebenamya merupa-
kan bagian_dari- Program ' Gerakan
Pengembangan dan Pemberdayaan

Kutai (Gerbang Dayaku) yaitu sasaran

pengembangan wilayah pedesaan. Hal
ini dilakukan sebagai langkab untuk

. mempercepat pembangunan di Kutai

Kartanegara, khususnya wilayah
pedesaan.

Pana yang disalurkan ke desa-desa
bukan berarti dibagl-bagi begitu saja.
Telapi diberikan melalui usulan program
yang dilakukan oleh: aleh _masyarakat.
Ssadangkan prosentase’ pengguanaan-
nya ditentukan oleh . pemerintah
kabupaten, yailu 35% untuk peningkatan
ekonomi rakyat, 35% untuk pem-
bangunan infrastruktir, dan 30% untuk
peningkatan kualitas sumber daya
rnanusia.

-Hal tersebut ditakukan dengan alasan
pertama, agar masyarakat mampu
memberdayakan diri sendiri melalui
stimulus yang diberikan pemerintah.
Bantuan berupa.alat.kerja, .tambahan
modal. kerja, serta bimbingan teknis dari
dinas terkait diharapkan. dapat men-
derang produktivitas masyarakat. Kedua,
pembangunan fasilitas umum dan
fasilitas sosial--dapat meningkatkan
kesehatan:dan memperancar aktivitas
masyarakat. Ketiga, kualitas sumber
daya manusiayang unggul sangatberarti
dalam-upaya ‘memparcepat parlumbuh-
an pembangunan.

-.Pemerintah. . Kabupaten™ Kuteu
Kartanegara dalam konteks pelaksanaan
good govemnance, mempunyai kebijakan
yang memuat unsur tranparansi,
akuntabilitas dan .partisipasi publik
dengan -rnembuat “buku putih®, ¥buku
kuning”, dap'“buku. merah" yang
memagparkani implernentasi program
“Gerbang Dayaku®.. -Buku putih.memuat
program yang diluncurkan per desa berisi
besaran, nilai, sasaran, dan bentuk-dari
program-program yang--dilaksanakan,
beserta siapa:penaggungjawab pro-
gram. Buku Kuning adalah buku yang
memuat -daftar nama-nama penerima
bantuan per desa. Sedangkan buku
merah, memuat hasil pemantauan atau
ternuan-temuan:di- lapangan oleh tim
independen yang terdiri dar mahasiswa
dan' Lembaga Swadaya Masyarakat,
dimana buku ini diturunkan setiap enam
bulan sekali. Temuan-temuan yang
dimaksud berisikan. segi positif maupun
negatif-dari pelaksanaan prograrm.

- Jadi-dalam . pefaksanaan . program
pembangunan . daerah, pemerintah
dasrah melalui dinas-dinas: teknis
berperan sebagaifasilitator dan asistensi
program bukan mengadakan .proyek
masing-masing: .-Mereka lebih banyak
mendorong masyarakat melalui- bim-
bingan teknis. . Proyek-proyek yang dulu
terfokus di instansi-instansi tersebut
sekarang diarahkan ke.desa-desa,
sebab itu diharapkan agar masyarakat
desa lebih banyak herperan sehingga
ada .unsur pemberdayaan serta
kemandirian masyarakat.

Untuk mendukung hal tersebut
melalul - Perda - Kabupaten Kutai
Kartanggara Nomor 11.Tahun 2000
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tentang pembentukan - Lembaga
Kemasyarakatan. Lembaga kemasya-
rakatan merupakan wadah. parlisipasi
masyarakat dalam pembangunan desa
dan menjadi - mitra dalam .aspek
perencanaan, pelakasanaan dan
pengendalian pembangunan. Dana
pembangunan dari program Gerbang
Dayaku dikelola bersama oleh aparat
pemerinlah desa dan masyarakat desa
uang didalamnya terrnasuk Iembaga
kemasyarakatan

. Besaran dana untuk pembangunan
pedesaan -dapat -dilihat pada tabel 1
d|bawah ini.

. Sebagai gambaran kebarhasﬂan
peiaksanaan kredit- bergulir program
pemberdayaan usaha kecil Rp.100 juta
per desa, pada tahun 2001 telah
tersalurkan Rp.18.720.400.000,00
dengan jumlah penarima kredit bergulir
4.469 omng. Yang mampu meningkat-
kan jumlah angkatan kerja sebesar
2, 65% atau sebasar 23. 789 orang

Kaslmpulan :

Pembangunan dari rakyat oleh
rakyat dan untuk rakyat dengan model
bottom up planing mungkin merupakan
model ‘yang paling tepat wuntuk
pembangunan- di Indonesia. . Karena
masyarakat yang mengerti kebutuhan
mereka dan paham apa yang.harus
dilakukannya, pemaerintah hanya sebagai
fasilitator yang memberikan ruang
bermain yang sehat dan kondusif.
Sehingga masyarakat mempunyau
kekuatan untuk mandin.

Yang perlu- menjadi catatan dalam
keberhasilan pembangunan khususnya
pembangunan . pedesaan adalah
keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh
besamya dana yang disalurkan. Tetapi
yang lebih penting adalah periama,
adanya masyarakat yang:mandiri dan
kreatif; kedua, Lembaga Swadaya
Masyarakat yang serius mengontrol
pernerintah; dan keiiga, aparat
pemerintah daerah yang profesional dan
memilikl sifat enlerpreneurship.
Kerjasama seluruh stakeholder daerah
untuk saling bersinergi positif adalah
modal keberhasilan pembangunan
daerah khususnya wilayah pedesaaan
sebagai basis ekonomi masyarakat
Kabupaten Kulai Kartanegara. [I}

Tabel Alolersl Dana Pembangunan Pedesaan tahun 2001

NO HIDANG ':FI;;I . KETERANGAN
A | BIKONOM KERAKYATAN' | 66811.438414
1 | Pertanian Tanamen Pangen * '1&94771(1@ ¢ | intensifikesi pertarian melal inges, nﬂarm
I S T - =] pertarian, danpengdaten hasl panen -
2..| Paileren dn Keatan -aa?zazatm . Pa:gpchanhht,paimlaarta.l@nalm
. dan dlal perangiep len
3 | Pelamalan 132?&7&1@-,'Pawrd:a’gmtem*aﬂ:. hantlrg mk,_
4 | Perkebunan 13479.228.360 Fhmpmmrmlaa.kmmsla
o y L | 1o, iacky, e, e, lda:a.kelapaant.’,
5 | Keuaen - 107.528.750 Pengermbaragn sutera alam, boung walet
6 | Koperad danParbireen’| 33713300 - Perreritapan kelermbagean koperasd, tarrbahen
Usaha Keal -+ s : ) rrntHLad'asn'pmpqan(cbrabag.llr)chi
Tl SR .| birmbingan teknis B
7 | Paindshian 1 21618661450 . : perencangan, pa’gmcﬁm pen‘hrml dm
8 | Perdagangen 883400600 amdagmawmpamrbamm
9 | Pegarbangan . Ustrk | 158716000 - Bivifikast berupa, parrbanguen F'LTS dan
Pedesan L pa‘rasa-gmLPJJ
B | SIMEERDAYAMANUSIA | 38614.107.900
1" | Pengarbangen Perddilon | 19.014.152000 Fﬂ'd:, pa'rl:erg.lm ged.rg pa'lga:hm ATK,
2 | Parbiren ' kehidpen | 1584315000 'Ba'nmunktemﬂw S o
heragama -y :
3 .| Peringaizn Pelayanan | 14.657.906.536 ;Fb‘ﬂ:@mta'ga'mp.d&nmpa'g-
- | Kesshetan, dan Sosidl | - . adeen obel, pengacken perawat dan- PTT,
§ Mesyarakat . - bertuen peari sceis; HﬂTﬁ&mganarbash
4 | Keleagajan 1.639.285.100 Peingebnig@amplan .- ...,
5 | Parberdayaan pemda dan | 16892865000 Pelatihan kewirausahazn .
6 | Kesejghtersen Sosial &mn;an F‘a’a‘gam anek leiart-r Ia-;'u"lr.u'a,
7 | Pomberdayean Masyadat 1313.02(1(!1) ‘| Mendorong - kemaTpuan mesyarakat e
N o r:e‘dmrac-m(scﬂdeiuun -
C | INRASTRKTUR - . 1715&5&114)
1 Prmm.ﬂm@hrﬂm 158826823740 .
2 .| Parbaguren Szama Rdk, | 7.802023.800
3 | Perbangunen Sarama Asik | 4.213.729.600 ; o
Pedesaan )
TOTAL Z7E.960.129.454
R E ] -
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